
BUPATITUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR s TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2018 

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 86 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta 
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tu.ban dalam melaksanakan fungsi Legislasi, 
Pengawasan dan anggaran, maka Peraturan Bupati 
Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi 
pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan 
Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun i 950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua At:as Uridaiig-Undang Nom6r 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nottior 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
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Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

io. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20i8 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tfl:111baju.t,p ~rrtbflran Negw~ R~pul:>li!< In<lcmesifl NOill<>r 
6197); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Rf?publi~ In,donesia TaJ1un 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, serta Pela.ksanaan dan Pertartggung_jwaban 
Dana Operasional (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 
~0 17 ten~g Orientasi dan Pet1~alamEin Togas A.nggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951}, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteti 
balam Negeri Nomor i 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman 
Togas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 584); 
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16. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 

Seri E Nomor 21); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG 

PERJALANAN DINAS BAQI PIMPINAN :PAN ANGG-OTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 

terita.ng Perjalanari. Dihas Bagi Ph:hpiriari Dan Ahggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2018 Seri E Nomor 72) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Biipati Nomor 89 Tahu.rt 2018 tentang 

Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2019 Seri E Nomor 42) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

( i) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) yaitu: 

a. Tingkat A untuk Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD; 

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD; 

(2) Bagi pimpinan/ anggota DPRD yang mengikuti kegiatan 

pendidikan pelatihan/bimbingan teknis dan/ atau 

sejenisnya diberikan uang perjalanan dinas dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. uang harian perjalanan dinas keberangkatan dan 

kembali dibayarkan sebesar 100%. 

1:). uE:µJg ha.nan perjru@an dina& µntuk m~ngikuti 
kegiatan pendidikan pelatihan/bimbingan teknis 

dan/ atau sejenisnya dibayarkan sebesar 30%, dari 
standar uang harian; 

7 
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c. Dalam hal penyelenggara kegiatan kegiatan 

pendidikan pelatihan/bimbingan teknis dan/ atau 

sejenisnya sebagaimana huruf b tidak menyediakan 

konsumsi dan/ atau akomodasi bagi peserta, uang 

harian perjafaman dinas sejak ke~ran~tan hingga 

kembali dibayarkan 100%. 

d. Perjalanan dinas mempertimbangkan kewajaran dan 

kepatutan 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 18 Fa bruari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TUBAN, 

B~ANA 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 18 Februari 2020 

BUPA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 7 


